
Program Penataan Tatalaksana 

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan 

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Program ini diharapkan 

efisiensi dan efektifitas sistem, prosedur, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, 

dan terukur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Targetnya adalah 

meningkatnya penggunaan teknologi informasi, adanya efisiensi dalam proses 

manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintah. 

Adapun capaian rencana aksi sebagaimana tabel berikut dibawah: 

 

NO 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi 
Keterangan 

(Data Dukung) 
Penanggun

gjawab 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
  
  

Penerapan Proses 
bisnis dan 
prosedur 
operasional tetap 
(SOP)  
  
  

Jumlah peta proses 
bisnis Pemprov. Bali 
yang disusun 

1 probis - 
Probis Pemprov. 
Bali sedang dalam 
proses pembuatan 

Biro 
Organisasi 

Persentase PD yang 
memiliki peta proses 
bisnis  

70% 49% 
baru 23 OPD yg 
membuat probis 

Biro 
Organisasi 

Persentase PD yang 
telah menerapkan SOP 
dengan baik 

70% 85% 
40 OPD sdh 
menerapkan SOP 
dgn baik 

Biro 
Organisasi 

2 
  
  

Penerapan E-
Government 
  
  

Indeks SPBE 1.6 1.6   Diskominfos 

Persentase layanan 
internal yang diterapkan 
sesuai Perpres 95 tahun 
2018 

71% 71.43% 

 Dari 7 aplikasi 
internal yang 
diwajibkan, baru 
menerapkan 5 
aplikasi internal 
umum 

Diskominfos 

Persentase layanan 
eksternal yang 
terintegrasi 
 

60% 19.85% 
 Dari 138 aplikasi 
hanya 27 aplikasi 
yang terintegrasi 

Diskominfos 

3 
  
  
  

Keterbukaan 
Informasi Publik  
  
  
  

Indeks KIP 61.71 85.87 

 Sesuai evaluasi 
dari Komisi 
Informasi bahwa 
Pemprov. Bali 
sekarang berstatus 
Menuju Informatif 

Diskominfos 

Persentase PD yang 
mempublikasikan DIP 
yang terupdate 

70% 
74% 

35 OPD yang 

sudah 

mengumpulkan DIP 
Diskominfos 

Persentase permohonan 
informasi yang 
ditindaklanjuti 

100% 
100% 

95 permohonan 

informasi sudah 

ditindaklanjuti 
Diskominfos 

Persentase sengketa 
informasi yang 
terselesaikan 

100% 
100% 

terdapat 25 

sengketa informasi, 

17 diselesaikan, 8 

diputus karena 

Diskominfos 



tidak memenuhi 

syarat sesuai 

dengan Peraturan 

Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 

2013 

4 
  

Kualitas 
Pengelolaan Arsip 
  

Indeks Kearsipan 77.6 77.6 
 Sesuai dengan 
evaluasi dari ANRI 

Badan Arsip 
&  
Perpustakaa
n 

Persentase PD 
mendapat hasil audit 
internal arsip cukup 

50% 9% 
4 PD memiliki nilai 
cukup 

  

5 
  

Kualitas 
Pengadaan 
Barang Jasa 
  

Persentase pagu paket 
yang diproses secara 
elektronik 

86% 89%   
Biro 
Pengadaan 
Barang Jasa 

Tingkat kematangan 
UKPBJ 

level 3 level 3 
 Sesuai dengan 
hasil evaluasi LKPP 

  

 


